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b . Sebagai bagian dari kerja-kerja di bidang kebijakan energi dan
Fe ru O rl pembangunan berkelanjutan di Indonesia, Global Subsidies Initiative
(GSI) dari International Institute for Sustainable Development (IISD)
2021 menerbitkan risalah (briefing) berkala tentang isu-isu terkait subsidi
energi. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi Lucky Lontoh di:
lucky.lontoh@iisd.org dan Lourdes Sanchez at Isanchez@iisd.org.

Risalah kebijakan ini menyajikan ringkasan perkembangan kebijakan terbaru di bidang energi
di Indonesia.

Sorotan

* Indonesia mulai memasuki resesi pada kuartal ketiga tahun 2020. Pada tahun
yang sama, PDB Indonesia mengalami kontraksi sebesar 2,07% dibandingkan
tahun 2019. Kementerian Keuangan mengeluarkan estimasi optimis bahwa PDB
akan tumbuh sebesar 5% pada 2021, meskipun dengan defisit anggaran sebesar
5,7% terhadap PDB. Perubahan asumsi ini mempengaruhi proyeksi perencanaan
energi pada beberapa tahun mendatang.

« Subsidi bahan bakar. Subsidi bahan bakar transportasi menurun drastis sebesar
41%, dari Rp30,06 triliun pada tahun 2019 menjadi Rp17,70 triliun pada tahun
2020, yang terutama disebabkan penurunan konsumsi dan harga minyak
internasional. Rencana untuk menghapuskan penjualan premium RON 88 di
Jawa, Bali, dan Madura berpeluang meningkatkan pendapatan pemerintah dari
penjualan bahan bakar berkualitas lebih tinggi.

« Subsidi gas alam cair (LPG) juga jatuh sebesar 56% dari Rp54,15 triliun pada
tahun 2019 menjadi Rp23,50 triliun pada tahun 2020, yang juga disebabkan
rendahnya harga internasional. Subsidi LPG diperkirakan akan melonjak menjadi
Rp54,3 triliun pada tahun 2021 seiring dengan meningkatnya kembali permintaan
dan harga minyak. Sementara itu, diskusi pemerintah untuk mereformasi subsidi
LPG masih belum terlaksana.

+ Batu bara terus menerima insentif fiskal dan non-fiskal yang lebih besar,
khususnya untuk pengembangan produk turunan batu bara seperti dimetil eter
(dimethyl ether/DME), yang dipromosikan sebagai bahan bakar alternatif untuk
mengurangi impor dan subsidi LPG.
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« Pulihnya harga batu bara global mengakibatkan sejumlah besar produksi
dialihkan untuk ekspor, sehingga sektor ketenagalistrikan mengalami kesulitan
memenuhi kebutuhan batu bara mereka. Tidak ada perubahan signifikan yang
ditemukan dalam hal porsi batu bara dalam bauran bahan bakar. Sementara
banyak negara memanfaatkan momen pandemi COVID-19 sebagai pemicu untuk
melakukan pemulihan/transisi hijau, Indonesia justru tampak berjalan ke arah
sebaliknya.

« Dari 75 perjanjian jual beli listrik (PJBTL) energi terbarukan yang ditandatangani
antara tahun 2017 dan 2018, 36% belum mencapai kesepakatan (financial
closing), dan hampir 7% telah dibatalkan. Bahkan, antara tahun 2018 hingga
2020, total hanya 564,89 gigawatt (GW) dari 13 proyek (yang rata-rata sebesar
188,3 megawatt [MW]) per tahunnya yang menandatangani PJBTL, yang jauh
lebih rendah dibandingkan rata-rata tahunan sebelumnya yang sebesar 500 MW
per tahun.

+ Proyek-proyek fotovoltaik surya terapung (PV) memainkan peranan sebagai
pendorong pembangkit energi terbarukan, dan menghilangkan hambatan
terbesar dalam pengembangan proyek-proyek sejenis, yaitu pengadaan lahan.
Proyek-proyek PV juga mengalami harga penawaran terendah sepanjang sejarah
Indonesia, yaitu sebesar US$3,68 sen/kWh.

e Para investor energi terbarukan sudah terlalu lama menantikan kepastian regulasi.
Ada beberapa proyek yang telah dimasukkan ke dalam Rencana Umum Pengadaan
Tenaga Listrik (RUPTL) 2019-2028 yang belum dilanjutkan ke tahap tender.
Peraturan Presiden yang telah lama dinantikan tentang Harga Pembelian Listrik
dari Sumber Energi Terbarukan belum difinalkan, karena menunggu persetujuan
Kementerian Keuangan tentang jenis dan skema insentif (Mulyana, 2021).

1.0 Ikhtisar Makroekonomi

Pada tahun 2020, pertumbuhan ekonomi Indonesia terhenti pada angka -2,07% dibandingkan
tahun 2019 akibat krisis COVID-19 (Badan Pusat Statistik (2021). Namun, Menteri Keuangan,
Sri Mulyani, memprediksi akan terjadi kebangkitan yang signifikan pada 2021, dengan
memprediksi pertumbuhan ekonomi sebesar 4,5%-5,5% (CNN Indonesia, 2021). Prediksi

ini didasarkan pada tren pemulihan pada kuartal kedua 2020, meskipun kajian lengkap atas
kuartal ketiga dan keempat 2020 masih belum selesai. Prediksi pemerintah ini sejalan dengan
asesmen yang dilakukan sejumlah lembaga ekonomi utama seperti IMF dan Bank Dunia, yang
memprediksi kontraksi sebesar -0,3% untuk tahun 2020 dan kebangkitan kembali menjadi 6,1%
pada tahun 2021 (Tempo, 2020). Pada saat yang sama, vaksin COVID-19 mulai diluncurkan
sejak awal 2021, yang mulai diberikan kepada para tenaga medis dan staf layanan publik garis
depan, serta direncanakan untuk seluruh masyarakat Indonesia setelahnya.
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Indikator makroekonomi Indonesia 2018-2021

Anggaran
Pendapatan dan
Belanja Negara Outlook APBN

2018 2019 (APBN) 2020 20201 20212
Pertumbuhan PDB (%) 517 5,02 5,30 -17--06 50
Inflasi (%) 313 272 310 15 3
Nilai tukar (Rp/US$) 14247 14146 14400 14.650 14.600
Harga Minyak Mentah Indonesia 67,5 62 63 39 45
(USS/barel)
Produksi minyak (mbopd) 778 746 755 705 705
Produksi gas (mboepd) 1145 1057 1191 992 1007
Subsidi bahan bakar (miliar rupiah) :

Subsidi bahan bakar (miliar 38871 30.059 19900 17700 16.639

rupiah) :

Subsidi LPG (miliar rupiah) 58.144 54151 50.600 23.500 40.286
Subsidi listrik (miliar rupiah) 56508 | 52.666 54.800 54.495 53.587
APBN (pendapatan) (Rp triliun) : 1944 1961 2.233 1700 1744
APBN (pengeluaran) (Rp triliun) : 2213 2.309 2.540 2739 2750
Neraca perdagangan (surplus- -1,8 -2,19 -1,76 -6,34 -55

defisit/PDB) (%)
Sumber: Kementerian Keuangan, 2020.

Sebagaimana tercermin pada Tabel 1, produksi dari sektor-sektor kunci seperti minyak

dan gas pada tahun 2021 akan relatif sama dengan tahun 2020, namun pemerintah masih
berharap penguatan harga minyak dan gas akan meningkatkan pendapatan negara pada
tahun 2021. Sebagai sumber pendapatan primer, Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP)
dari sektor migas yang terkait dengan royalti pemerintah diharapkan akan menguat pada
tahun 2021, namun masih lebih rendah dibandingkan sebelum COVID. Pada tahun 2020,
PNBP dari sektor migas jatuh menjadi Rp53,3 triliun dari Rp121,1 triliun pada tahun 2019.
Angka ini diharapkan meningkat menjadi Rp75 triliun pada tahun 2021 seiring dengan terus
berjalannya proses pemulihan.

Dividen dari sejumlah BUMN akan menjadi lebih rendah karena BUMN sedang berusaha
mengoptimalkan sumber daya mereka untuk membangkitkan kembali perekonomian dan

1 Qutlook 2020 adalah realisasi APBN per Oktober 2020. (Kementerian Keuangan, 2020).

2 APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) ditetapkan pada 26 Oktober 2020 (Kementerian Keuangan,
2020).
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menjalankan upaya pemulihan seperti perlindungan sosial dan mendukung sektor-sektor
ekonomi yang terdampak parah.

Meskipun terjadi tekanan pada sisi pendapatan, pengeluaran pemerintah masih menjadi
pendorong utama rencana pemulihan Indonesia. Alokasi anggaran bagi berbagai kementerian
dan lembaga pemerintah pada tahun 2021 telah meningkat sebesar 23,1% dari tahun
sebelumnya menjadi Rp1.032 triliun. Karena pendapatan pemerintah diperkirakan akan jatuh
sebesar 13,3% pada tahun 2020, Indonesia akan mengalami defisit anggaran sebesar sekitar
5,7% PDB pada tahun 2020, yang hampir dua kali lipat dari angka sebelumnya yang di bawah
3%.Tabel 1 menunjukkan bahwa tahun 2021 akan menjadi tahun pemulihan bagi Indonesia,
dan banyak insentif pemerintah diarahkan untuk membangkitkan kembali perekonomian yang
sedang sakit ini.

Anggaran pemulihan COVID-19 (PEN/Pemulihan Ekonomi Nasional) untuk tahun 2021
dianggarkan sebesar Rp699,3 triliun (~US$48,6 miliar), yang dijabarkan sebagai berikut:
Rp186,81 triliun untuk sektor korporat (termasuk usaha kecil dan menengah); Rp176,30
triliun untuk sektor kesehatan; Rp157,41 triliun untuk bantuan sosial; Rp125,06 triliun
untuk program prioritas; dan Rp53,86 triliun untuk insentif bisnis. (Elena, 2021) Pemerintah
memprediksi bahwa COVID-19 telah menyebabkan sebanyak 1,63 juta orang masuk ke
dalam kategori kelompok miskin dan mengakibatkan sebanyak 1,76 juta orang menjadi
pengangguran pada tahun 2020 (Yovanda, 2020).

Di sektor energi, pemerintah telah memperpanjang durasi keringanan tarif listrik yang dimulai
pada April 2020. Kebijakan ini menghapuskan tarif bagi konsumen 450 volt-ampere (VA) dan
menawarkan diskon 50% untuk konsumen 900 VA hingga akhir Desember 2020 (KOMPAS,
2020; Yovanda, 2020). Untuk bahan bakar transportasi, pemerintah terus menyediakan
pasokan bensin melalui PT Pertamina dengan harga diskon3 untuk menjaga keberlangsungan
layanan transportasi penting.

2.0 Ringkasan Kebijakan Energi

Penurunan drastis harga minyak (lihat Gambar 1) dan konsumsi bahan bakar domestik
yang lebih rendah (akibat pembatasan perjalanan dan pelambatan ekonomi) mengakibatkan
penurunan nilai subsidi bahan bakar di Indonesia pada tahun 2020. Subsidi untuk bahan
bakar transportasi turun drastis sebesar 41%, dari Rp30,06 triliun pada 2019 menjadi
Rp17,70 triliun pada tahun 2020, sementara subsidi LPG turun sebesar 56% dari Rp54,15
triliun pada 2019 menjadi Rp23,50 triliun pada tahun 2020.

3 PT Pertamina menetapkan promo cash-back pada seluruh produk bensin melalui aplikasi onlinenya.

IISD.org/gsi &


http://www.iisd.org/gsi

Risalah Kebijakan Energi Indonesia: Februari 2021 _)

Harga minyak internasional
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Sumber: Indexmundi, 2020.

Tekanan pada PT Pertamina ini tidak hanya disebabkan jatuhnya penjualan. Laporan
keuangan PT Pertamina (sebelum audit) menyatakan bahwa pendapatan perusahaan dari
kegiatan hulu turun sebesar 20%. Pada bulan-bulan pertama tahun 2020 pada awal pandemi,
PT Pertamina mengalami kerugian bersih rata-rata sebesar US$500 juta per bulan. Baru
pada bulan Mei 2020 perusahaan dapat bangkit kembali dan mencatatkan keuntungan bersih
rata-rata sebesar US$350 juta hingga Juli 2020 (KOMPAS, 2020). Lihat juga (Suharsono &
Lontoh, 2020)

Salah satu langkah utama yang dilakukan PT Pertamina pada periode ini adalah menciptakan
insentif untuk membuat masyarakat berpindah ke bahan bakar yang berkualitas lebih

tinggi dan berpolusi lebih rendah. Sejak 14 April hingga 12 Juni 2020, pemerintah melalui
PT Pertamina memberikan diskon pada bensin bersubsidi melalui aplikasi pembayaran
elektronik,* yang memungkinkan pengemudi memperoleh diskon 50% atas setiap pembelian.
Program ini dimodifikasi pada Juli 2020, di mana diskon tersebut dialihkan untuk bensin
non-subsidi Pertalite (RON 90) (KOMPAS, 2020). Diskon untuk Pertalite ini mengurangi
harganya menjadi setara harga Premium (RON 88). Inisiatif ini merupakan bagian dari
kampanye PT Pertamina yang disebut sebagai Program Langit Biru (Blue Sky Program)
untuk mendorong konsumen menggunakan bahan bakar berkualitas lebih tinggi yang akan
meningkatkan kualitas udara di Indonesia. Selain itu, diskon 30% juga diberikan untuk
pembelian bahan bakar berkualitas tinggi seperti Pertamax (RON 92), Pertamax Turbo
(RON 98), Pertamina Dex (CN 53), dan Dexlite (CN 51) dengan menggunakan aplikasi

4 PT Pertamina mendorong penggunaan pembayaran elektronik untuk pembelian bensin, di mana konsumen
dapat melakukan transaksi via aplikasi ponsel sebelum datang ke SPBU, dan cukup menunjukkan bukti transfernya

di SPBU sehingga meminimalkan kontak fisik saat transaksi.
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pembayaran digital (KOMPAS, 2020). Inisiatif ini sejalan dengan rencana awal PT Pertamina
untuk mendorong konsumen di Jawa, Madura, dan Bali, untuk berpindah ke produk-produk
non-subsidi (Yovanda, 2020).

Subsidi LPG Indonesia adalah komponen subsidi bahan bakar terbesar yang dikeluarkan
saat ini. LPG bersubsidi di Indonesia terutama digunakan untuk keperluan memasak rumah
tangga, dan saat ini dijual sekitar sepertiga harga pasar.

Harga LPG bersubsidi di Indonesia belum direvisi sejak program ini pertama kali diluncurkan
pada tahun 2007. Pada tahun 2020, setelah terjadinya pandemi COVID-19, subsidi LPG
turun drastis sebesar 56%, dari Rp54,15 triliun pada tahun 2019 menjadi Rp23,50 triliun
pada tahun 2020. Nilai subsidi LPG diperkirakan akan pulih kembali pada tahun 2021 dan
terus bertumbuh seiring dengan pertumbuhan permintaan dan jumlah sambungan. Estimasi
ini menjadi angka yang bermasalah bagi Indonesia, mengingat Indonesia bergantung pada
impor untuk memenuhi permintaan LPG domestik. Pada tahun 2019, 5,71 juta ton dari total
7,76 juta ton penjualan LPG domestik berasal dari impor (Kementerian Energi dan Sumber
Daya Mineral [ESDM], 2020a). Sempat terdapat rencana untuk membatasi distribusi LPG
subsidi khusus untuk masyarakat miskin, namun rencana ini berulang kali ditunda karena
berbagai alasan (Kuehl et al., akan datang).

Respons lain pemerintah untuk memenuhi peningkatan permintaan LPG di Indonesia adalah
pengembangan gas alternatif dari batu bara (lihat Bagian 2.3). Kontribusi dari DME produksi
domestik ini diharapkan dapat mengurangi impor LPG sebesar Rp8,7 miliar per tahun, atau
Rp24 triliun selama 30 tahun ke depan (CNBC Indonesia, 2020).

Batu bara mengalami tren penurunan harga dan volume ekspor sejak tahun 2019, serta
mengalami penurunan ekspor dan konsumsi nasional akibat pandemi global COVID-19.
Pemerintah telah merespons hal ini dengan membuat sejumlah insentif untuk memperluas
penggunaan batu bara dengan mentransformasinya dan mengusulkan sejumlah produk
turunan pengganti untuk bahan bakar lain, khususnya LPG (lihat Bagian 2.2). Namun,
harga dan volume ekspor batu bara tiba-tiba meningkat tajam secara tiba-tiba pada akhir
tahun 2020; tren ini diperkirakan akan terus berlanjut hingga tahun 2021 (Ditjen Minerba,
2020). Pada awal tahun 2021 harga batu bara mulai mengalami pemulihan, terutama karena
peningkatan permintaan dari Tiongkok dan larangan Tiongkok terhadap batu bara Australia.
Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang apakah insentif yang diberikan masih efektif biaya
atau masih memiliki landasan kuat.

Di sisi lain, mandat Omnibus Law untuk menghapuskan pengecualian Pajak Pertambahan
Nilai (PPN) atas produk-produk tambang batu bara tak pelak akan meningkatkan harga batu
bara. Ini berarti batu bara tidak lagi akan menjadi opsi termurah sebagaimana pandangan
umum selama ini. Meskipun pembebasan PPN tersebut dihapuskan, kontrak-kontrak yang
telah ditandatangani oleh PLN sebelum tahun 2020 memaksa PLN untuk terus memasok
grid dengan batu bara dan memastikan proporsi batu bara tetap besar dalam bauran bahan
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bakar. Revisi RUPTL terbaru juga diperkirakan akan meningkatkan proporsi batu bara dalam
rencana pembangunan jangka panjang PLN (Perwitasari, 2021). Karena itulah, sementara
banyak negara menggunakan momentum pandemi COVID-19 ini sebagai pemicu untuk
menuju pemulihan/transisi hijau, Indonesia justru tampak berjalan ke arah yang sebaliknya,
sebagaimana dapat dilihat pada Gambar 2.

Insentif fiskal untuk sektor energi sebagai respons terhadap pandemi
COVID-19.

US$240.020.000
Mendukung Energi Bersih

US$6.540.000.000

Bahan Bakar Fosil

Source: Energy Policy Tracker, 2020.

Untuk membantu sektor batu bara menghadapi tren negatif 2020, pemerintah telah
menyiapkan serangkaian insentif melalui pengesahan UU Cipta Kerja (Omnibus Law)

dan revisi UU Minerba. Pada Oktober 2020, Presiden Joko Widodo juga mengumumkan
prioritas Indonesia untuk mengembangkan industri turunan bawah tanah> Skema-skema
tersebut meliputi gasifikasi batu bara, pembuatan kokas (coke), gasifikasi batu bara bawah
tanah, likuifaksi batu bara, peningkatan kualitas batu bara, manufaktur briket, dan bubur batu
bara (coal slurry)/bauran air batu bara (ESDM, 2020a). Salah satu yang menjadi prioritas
utama adalah program penggunaan gasifikasi batu bara untuk memproduksi gas sintetik
(syngas) dan produk lain yang dibutuhkan industri petrokimia, serta bahan bakar alternatif
untuk substitusi LPG. Hal ini juga akan mengurangi ketergantungan pada LPG impor.
Presiden telah memerintahkan seluruh kementerian terkait untuk mengembangkan peta

jalan (roadmap) untuk mengoptimalkan batu bara domestik dengan menggunakan teknologi
ramah lingkungan dan menetapkan strategi pengembangan produk-produk turunan batu bara
(Yolanda, 2020).

PT Bukit Asam dan PT Kaltim Prima Coal, dua perusahaan tambang batu bara terbesar
Indonesia, saat ini juga tengah mengembangkan proyek gasifikasi batu bara sebagai upaya
untuk mensubstitusi LPG melalui DME. Kedua fasilitas ini diharapkan mulai beroperasi
pada 2023/2024, dengan tujuan menggantikan 30% impor LPG (Endarwati, 2020;
Lorenzo, 2020). Untuk mengakselerasi industri turunan batu bara, pemerintah telah

5 Pemerintah Indonesia menggunakan istilah "hilirisasi batu bara" untuk menyebut industri turunan batu bara
seperti gasifikasi, likuifaksi, dsb., yang dihasilkan dari pemrosesan batu bara mentah menjadi produk yang bernilai
lebih. Dalam dokumen ini, kami menggunakan istilah "turunan batu bara" (coal derivative) sesuai terminologi
internasional.

IISD.org/gsi 7


http://www.iisd.org/gsi

Risalah Kebijakan Energi Indonesia: Februari 2021 _)

menyiapkan sejumlah insentif fiskal dan non-fiskal untuk membuat proyek-proyek tersebut
lebih ekonomis. Insentif non-fiskal yang diberikan mencakup antara lain, izin usaha untuk
sepanjang usia cadangan tambang (Kompas, 2020). Ini berarti izin usaha pertambangan
tidak lagi dibatasi selama 20 tahun.

Pengembangan industri turunan batu bara didorong lebih lanjut dengan UU Cipta Kerja
versi terakhir yang terdiri dari 812 halaman (Kementerian Sekretariat Negara, 2020) - yang
menyatakan bahwa produsen batu bara yang memperluas usaha mereka menjadi industri
turunan dapat diberikan perlakuan khusus dalam kewajiban penerimaan negara mereka dalam
bentuk penerapan royalti 0%. Kementerian ESDM mengatakan bahwa insentif ini bertujuan
"mempercepat proses." Penelitian yang dilakukan oleh Institute for Energy Economics and
Financial Analysis (IEEFA) menyatakan bahwa pada 2019, Pemerintah Indonesia menerima
royalti sebesar antara US$1,1 miliar dan US$1,2 miliar dari pajak 11 perusahaan batu

bara, yang akan hilang jika perlakuan istimewa (preferential treatment) ini diterapkan. Namun,
Kementerian ESDM menyatakan bahwa industri turunan batu bara akan menciptakan
dampak ganda karena akan menciptakan lapangan kerja yang akan menutup kerugian
pendapatan negara (Thomas, 2020).

Menurut APBN, PT PLN (Persero) menerima Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar
Rp5 triliun untuk Tahun Fiskal 2020, dibandingkan dengan Rp6,5 triliun pada 2019
(Mulyana, 2020). Sebagian dana PMN tersebut akan digunakan untuk membiayai investasi
untuk pembangkitan, transmisi, dan distribusi proyek-proyek ketenagalistrikan di desa-

desa. Alokasi PMN untuk pembangkit listrik (99 MW energi terbarukan) adalah Rp1 triliun,
Rp3,8 triliun untuk jalur transmisi 2.325 km dan substasiun 9.320 MVA, dan Rp200 miliar
untuk keperluan distribusi listrik desa (Mulyana, 2020). Namun, PLN mengatakan bahwa
kebutuhan investasi aktual (yang diperkirakan sebesar Rp15,19 triliun) jauh di atas jumlah
PMN yang diterima (Indrawan, 2020b). PLN dianggarkan akan menerima jumlah yang sama
(Rp5 triliun) pada tahun fiskal 2021 (Mulyana, 2020).

Baru-baru ini, kenaikan ekspor batu bara menyusul peningkatan harga global - ditambah
dengan ketiadaan sanksi kewajiban pasar domestik (Domestic Market Obligation/DMO) - telah
mempengaruhi stabilitas pasokan batu bara bagi banyak PLLTU. Sebagian PLTU tersebut
terancam ditutup akibat kurangnya pasokan batu bara domestik (Kesuma, 2021). Hal ini
harus dipandang sebagai kesempatan untuk lebih berfokus pada energi terbarukan.

Sejak Agustus 2020, realisasi proyek listrik 35.000 MW hanya mencapai 8.400 MW - atau
setara dengan 24% sasaran. ESDM memproyeksikan bahwa program ini baru dapat
diselesaikan pada tahun 2028-2029. Kapasitas tambahan sebesar 1.484 MW tahun ini
mayoritasnya dipenuhi dengan batu bara dan kombinasi antara pembangkit listrik cycle
gas dan batu bara. Presiden Direktur PLN, Zulkifli Zaini, menjelaskan bahwa berdasarkan
RUPTL PLN 2019-2028, akan ada tambahan pasokan listrik sebesar 56,4 GW. Gambar 3
menunjukkan kapasitas terpasang saat ini beserta proyeksi hingga tahun 2028 berdasarkan

6 Perlu dipahami bahwa bab ini dan selanjutnya ditulis sebelum publikasi resmi RUPTL 2021. Karenanya,
informasi versi RUPTL ini tidak dicantumkan di dalam makalah ini.

IISD.org/gsi 8


http://www.iisd.org/gsi

Risalah Kebijakan Energi Indonesia: Februari 2021 _)

RUPTL 2019-2028. Dapat dilihat bahwa secara umum, PLN menunjukkan adanya lebih
dari 30% marjin cadangan di atas permintaan puncak yang diproyeksikan. Pembangkit listrik
tenaga uap masih mendominasi dengan proporsi 48%, diikuti dengan pembangkit berbasis
gas (22%) dan berbasis energi baru dan terbarukan (EBT) (30%). Selain proyek 35.000 MW
tersebut, terdapat juga program 7.000 MW yang masih berjalan. Sejak Juli 2020, sebanyak
7.458 MW (94%) sudah memiliki tanggal operasi komersial (COD), sementara sebesar 458
MW (6%) masih dalam proses konstruksi (Kontan Industri, 2020).

Kapasitas eksisting dan kapasitas tambahan yang direncanakan (dalam

MW)
120.000
Kapasitas
100.000 Eksisting
(hingga 2020)
80.000
= Proyeksi
Permintaan
60.000 Puncak
40.000
20.000
0]

2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028

Sumber: Grafik penulis, berdasarkan data dari PT PLN, 2020.

PT PLN telah memutuskan untuk memotong biaya modal (CAPEX) dari Rp100 triliun
menjadi Rp53,39 triliun pada tahun ini. Hal ini diperkirakan akan menyebabkan penundaan
sejumlah proyek pembangkit listrik. Saat ini PLLN sedang mempertimbangkan apa saja proyek
yang akan ditunda dengan menyesuaikan proyeksi pertumbuhan muatan dengan kondisi saat
ini. Saat ini PLN sedang berfokus untuk menghemat operasi dan menjaga pasokan listrik di
seluruh Indonesia (Indrawan, 2020a). PLN juga meminta kepada perusahaan listrik swasta
dan produsen listrik swasta (IPP) untuk menunda COD pembangkit karena adanya skema
take-or-pay (TOP). Hal ini akan menghindarkan PLN dari denda akibat tidak menyerap listrik
yang dihasilkan IPP (Utami, 2020) seiring penurunan permintaan listrik. PLLN juga akan
menerima dana dari pemerintah dalam bentuk kompensasi atas kurangnya penyesuaian tarif
pada tahun 2018 dan 2019 dengan jumlah total Rp45,42 triliun (Indrawan, 2020a).

Direktorat Jenderal Energi Baru dan Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) mencatat
bahwa dari 75 PJBTL energi terbarukan yang ditandatangani antara tahun 2017 dan 2018,
sebanyak 27 di antaranya tidak berhasil mencapai financial closing, sementara lima lainnya
telah diakhiri (Indonesia Essential Services Reform [IESR], 2020). Kapasitas total PJBTL
ini adalah sekitar 510,65 MW. Dalam tiga-empat tahun terakhir, perkembangan energi
terbarukan rata-rata adalah sebesar 500 MW per tahun, yang tidak akan memadai untuk
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mencapai target 23% pada tahun 2025 (Umah, 2020). Bahkan antara tahun 2018 dan 2020,
total hanya sebanyak 564,89 GW dari 13 proyek (rata-rata 188,3 MW per tahun) yang telah
menandatangani PJBTL, yang jauh lebih rendah dari estimasi sebelumnya (ESDM, 2020b).

Selain itu, beberapa proyek pengembangan energi terbarukan di Indonesia terhambat oleh
pandemi COVID-19. ESDM pada awalnya berupaya mencapai sasaran energi terbarukan
dalam bentuk investasi sebesar US$2,3 miliar dan 10.843 MW (+6,7% dari tahun ke tahun)
kapasitas tambahan pada akhir 2020. Namun, beberapa proyek yang saat ini masih dalam
tahap konstruksi dan awalnya direncanakan untuk selesai pada tahun 2020 akan ditunda
hingga 2021. Terjadi sejumlah keterlambatan penyaluran dana dari bank akibat kekhawatiran
terkait kondisi pandemi COVID-19 saat ini, yang akan berdampak pada keberlanjutan proyek
(Rina, 2020).

Pada acara "PLN Go Green and Sustainable" (PLN, 2020) pada awal November 2020,
Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, menyampaikan bahwa pemerintah telah
menyediakan berbagai stimulus fiskal? kepada PT PLN dan ESDM untuk mencapai sasaran
bauran energi baru dan terbarukan sebesar 45 GW (23% dari energi terbarukan) pada 2025.
Saat ini, Indonesia baru mampu memanfaatkan 10,4 GW (2,4%) dari total potensi energi
terbarukan yang sebesar 442 GW (Putri, 2020).

Instrumen fiskal tambahan lainnya termasuk Dana Alokasi Khusus (DAK) dalam bentuk
hibah bagi pemerintah daerah untuk mendorong dan mengembangkan infrastruktur energi,
khususnya pembangkit listrik tenaga surya, biogas, dan panas bumi (Putri, 2020).

Sektor panas bumi menerima perhatian khusus karena kontribusinya pada pendapatan
negara. Kementerian Keuangan mencatat peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak
(PNBP) rata-rata per tahun adalah sebesar 33,8%, yang terdiri dari biaya eksplorasi tetap,
biaya produksi tetap, royalti, dan deposit untuk pemerintah (Meilanova, 2018). Pada
2020, penerimaan negara dari energi panas bumi diperkirakan mencapai Rp1,3 triliun
berdasarkan Perpres 72/2020 dan diharapkan akan tumbuh sebesar 7,1% pada tahun 2021
(CNN Indonesia, 2020).

Ada penekanan khusus untuk menggunakan insentif pajak ini untuk industri panas bumi
hulu. Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan, Febrio Nathan Kacaribu,
mengatakan bahwa insentif fiskal tersebut ditujukan untuk mengurangi biaya energi panas
bumi dan menurunkan harga jualnya. Pemerintah juga memberikan dukungan mitigasi risiko
yang bertujuan memberikan fasilitas pembiayaan dan memitigasi risiko pada tahap eksplorasi
(CNN Indonesia, 2020).

Pemerintah meluncurkan Seri Green Sukuk kedua (ST007) pada awal November 2020. Hal
ini dimaksudkan untuk mengumpulkan modal dan berbagi risiko pembiayaan dan membiayai
kembali (refinancing) proyek-proyek hijau yang layak yang mempromosikan transisi ke
perekonomian rendah karbon dan pertumbuhan berketahanan iklim, termasuk mitigasi,

7 Stimulan-stimulan ini mulai diberlakukan pada awal tahun 2020, dan mencakup: tunjangan pajak, tax holiday,
serta pembebasan pajak bumi dan bangunan (PBB) bagi yang berminat berinvestasi di sektor energi terbarukan
(Suharsono & Lontoh, 2020). Pemerintah juga memberikan fasilitas pembebasan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
dan bea impor unuk impor barang-barang modal bagi aktor bisnis yang memproduksi energi baru dan terbarukan.
(Putri, 2020).
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adaptasi iklim, dan keanekaragaman hayati (Kementerian Keuangan Republik Indonesia,
2019). Hasil dari ST007 akan digunakan untuk berbagai proyek lingkungan (hijau) sesuai
dengan komitmen pemerintah terhadap kerangka pembangunan hijau untuk mengurangi
emisi karbon global dan juga mendanai pemulihan dari pandemi COVID-19. Proyek-proyek
dalam kerangka hijau ini meliputi transportasi, infrastruktur kereta, energi, energi terbarukan,
pengelolaan sampah, pengelolaan air, dan pertanian. Hingga saat ini, Indonesia adalah satu-
satunya penerbit Green Sukuk Ritel di dunia (Bareksa, 2020).

Proyek-proyek panel surya atap (solar PV) terapung adalah salah satu faktor pendorong
pembangkit energi terbarukan, yang telah menghapuskan satu hambatan terbesar dalam
pengembangan proyek, yaitu pengadaan lahan. Selain proyek panel surya atap terapung

145 MW di Cirata, beberapa proyek lain juga telah mulai berjalan, dan salah satunya

bahkan mengalami harga penawaran terendah sebesar US$3,68 sen/kWh (IESR, 2021).
Permintaan panel surya atap berasal dari sektor publik melalui program-program ESDM dan
Kementerian BUMN untuk mempercepat pemanfaatan bangunan-bangunan pemerintah
yang diwajibkan menggunakan panel surya atap. Hal ini juga didukung oleh PT LEN
Industri sebagai produsen sel surya dan Bank BRI sebagai penyedia skema pembiayaan hijau
berbunga rendah (Tim Detik.com, 2021). Amandemen Permen ESDM No. 16/2019 tentang
Penggunaan Sistem Panel Surya Atap oleh Konsumen PLN akan meningkatkan nilai ekspor
listrik dari panel surya atap ke grid PLN dari nilai saat ini yang sebesar 65%, yang diharapkan
akan menarik lebih banyak konsumen. Kementerian ESDM menetapkan target kapasitas
panel surya atap sebesar 70 MW pada tahun 2021, dibandingkan 13,4 MW pada tahun 2020
(Meilanova, 2021).

Para investor energi terbarukan sudah terlalu lama menantikan kepastian regulasi. Beberapa
proyek yang telah dimasukkan ke dalam RUPTL 2019-2028 belum berlanjut hingga tahap
lelang/tender. Peraturan Presiden tentang Harga Beli Listrik dari Sumber Energi Terbarukan
yang telah lama dinanti masih belum difinalisasi, karena menunggu persetujuan Kementerian
Keuangan tentang jenis dan skema insentif yang akan digunakan (Mulyana, 2021).
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